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Abstrak  

Penurunan ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid-19 sudah menyerang 

seluruh lapisan masyarakat baik perdesaan maupun perkotaan. Penelitian ini 

bertujuan untuk meneliti jaringan stakeholders dan peran dari setiap stakeholders 

dalam program pengetasan kemiskinan. Dalam menanggulangi kemiskinan di 

Indonesia saat ini diperlukan keterlibatan lintas sektor dan membutuhkan sinergi 

yang intens dalam pelaksanaannya karena masalah kemiskinan sudah menjadi 

permasalahan yang multidimensional. Metode penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Studi sebelumnya menemukan 

bahwa pola sinergi yang dibangun sangat memberi keuntungan bagi seluruh 

komponen baik pemerintah, lembaga maupun masyarakat. Adanya keterlibatan 

stakeholders dan sinegitas menjadi faktor penting dalam proses penanggulangan 

kemiskinan di masa krisis akibat pandemi covid-19. Peran stakeholders menjadi 

salah satu kunci keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan karena diperlukan 

adanya kerja sama dan komunikasi yang baik antara stakeholders. Saran yang dapat 

diberikan perlu adanya peningkatan koordinasi dalam jaringan stakeholders yang 

ada dan instansi pemerintah juga diharapkan tidak hanya sebagai penyedia data 

tetapi juga terlibat langsung dalam implementasi program pengentasan kemiskinan. 

 

Kata Kunci: analisis stakeholders; sinergi; penanggulangan kemiskinan; pandemi 

covid-19 

 

Abstract  

The economic downturn caused by the COVID-19 pandemic has affected all levels 

of society, both rural and urban. This study aims to examine the network of 

stakeholders and the role of each stakeholder in the poverty alleviation program. In 

tackling poverty in Indonesia currently requires cross-sectoral involvement and 

requires intense synergy in its implementation because the problem of poverty has 

become a multidimensional problem. This research method uses a qualitative 

approach with a literature study method. Previous studies found that the synergy 

pattern that was built was very beneficial for all components, including the 
government, institutions and society. The involvement of stakeholders and synergy 

are important factors in the poverty reduction process during the crisis due to the 

COVID-19 pandemic. The role of stakeholders is one of the keys to success in 

poverty reduction because it requires good cooperation and communication 

between stakeholders. Suggestions that can be given need to improve coordination 

in existing stakeholder networks and government agencies are also expected not 
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only as data providers but also to be directly involved in the implementation of 

poverty alleviation programs. 

 

Keywords: stakeholder analysis; synergy; poverty reduction; covid-19 pandemic 

 

 

Pendahuluan  

Kemiskinan berasal dari kata “miskin” yaitu berarti sebagai kondisi tidak berharta 

barang serta serba kekurangan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang 

tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum agar hidup 

layak (BPS dan Depsos, 2002). Disebutkan lebih lanjut bahwa kemiskinan adalah suatu 

keadaan yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk 

memenuhi kebutuhan makanan dan non makanan yang disebut dengan garis kemiskinan 

ataupun batas kemiskinan. 

Salah satu permasalahan kompleks yang menjadi agenda pemerintah dalam 

meningkatkan kesejahteraan sosial adalah kemiskinan. Dampak kemiskinan dapat 

dirasakan mulai dari level individu, keluarga hingga level masyarakat bahkan sampai 

pada level nasional. Angka kemiskinan di Indonesia sempat menunjukkan pencapaian 

prevalensi kemiskinan dengan angka satu digit yaitu 9,82% pada tahun 2018 dan 9,22% 

pada tahun 2019 namun pada tahun 2020 dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan 

angka penduduk miskin kembali meningkat dengan mencapai angka dua digit yaitu 

10,19% yaitu Jumlah penduduk miskin pada September 2020, sebesar 27,55 juta orang 

naik 2,76 juta terhadap September 2019 (BPS, 2020). 

Peningkatan angka penduduk miskin ini juga dirasakan oleh beberapa provinsi di 

Indonesia salah satunya Provinsi Riau. Dalam konteks Provinsi Riau, angka penduduk 

miskin meningkat lebih cenderung terjadi pada perkotaan, sedangkan beberapa 

Kabupaten lain telah mengalami penurunan. Terbukti pada data Badan Pusat Statistik 

bahwa angka penduduk miskin di Kota Pekanbaru meningkat pada tahun 2020 seperti 

pada tabel berikut (BPS, 2020). 

Dengan melihat angka kemiskinan yang meningkat, pemerintah sudah berbagai 

upaya melakukan penanggulangan kemiskinan namun sayangnya pada implementasi 

seperti bantuan sosial di masa pandemi Covid-19 masih tidak sesuai dengan yang 

diharapkan. Padahal adanya penanggulangan kemiskinan di kondisi krisis seperti 

bantuan sosial merupakan suatu harapan masyarakat dalam meningkatkan 

kesejahteraanya. Berikut disampaikan oleh Hastuti et.al (2020) yang melakukan studi 

pada 10 daerah di pulau jawa bahwa sosialisasi program masih belum efektif karena 

sosialisasi yang dilakukan secara berjenjang dan umumnya melalui telekonferensi dan 

media daring karena menyesuaikan situasi pandemi. 

Dalam studi Mas’udi dan Astrina (2020) bahwa tingkat responsivitas suatu negara 

juga dapat ditentukan dari seberapa mampu suatu negara tersebut dapat menekan laju 

penyebaran virus kemudian juga dilihat dari kapasitas mobilisasi dan mengelola sumber 

daya secara tepat untuk menangani krisis serta dampak yang terjadi. Apabila suatu 

negara tidak mampu mengatasi persoalan sinergi antar stakeholders maka akan berujung 
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pada kegagalan penanganan pandemi (Mas’udi & Astrina, 2020). Kemudian juga 

disampaikan oleh Widaningrum dan Mas’udi (2020) bahwa sistem dan struktur 

pemerintahan serta penanganan situasi krisis covid-19 membutuhkan sinergi dan 

koordinasi yang kokoh antar stakeholders hal ini dilihat dari masih absennya koordinasi 

dan sinergi kebijakan di awal periode krisis yang setidaknya sampai akhir maret 2020 

masih lemah dalam penanganan krisis. 

Keterlibatan aktor-aktor selain di internal pemerintahan juga membutuhkan sinergi 

mencakup keterlibatan aktor non-negara dan masyarakat. Apabila tidak adanya sinergi 

dan koordinasi antar seluruh aktor maka penanggulangan kemiskinan hanya bersifat 

fragmented yang mana tidak akan memperbaiki keadaan (Mas’udi & Astrina, 2020). 

Sebagai pelaksana seluruh stakeholders tentu memiliki peran penting dalam 

merumuskan, mengevaluasi dan memberikan umpan balik terhadap implementasi 

program serta kerjasama antar masyarakat sebagai sasaran pada program. 

Adanya implementasi yang kurang optimal tentu menjadi permasalahan baru dalam 

penanggulangan kemiskinan, padahal permasalahan kemiskinan yang terjadi saat ini 

saja sudah menjadi permasalahan yang multidimensi. Berdasarkan itu maka kemiskinan 

tidak hanya berurusan dengan kesejahteraan materi tetapi juga berurusan dengan 

kesejahteraan sosial. Meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat tentu merupakan 

tanggung jawab bersama oleh kelembagaan pemerintah, dengan permasalahan yang 

multidimensional maka menyelesaikan masalah kemiskinan tidak bisa dilakukan dengan 

dominasi salah satu sektor saja, akan tetapi harus ada keterlibatan berbagai lintas sektor 

dan membutuhkan kerjasama atau sinergi yang intens dalam pelaksanaannya. Berikut 

juga dengan situasi krisis seperti pandemi Covid-19 yang turut bersifat 

multidimensional, karena itu penanganannya membutuhkan keterlibatan dan sinergi 

semua unsur pemerintahan (Mas’udi & Winanti, 2020). 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti jaringan stakeholders dan peran dari setiap 

stakeholders dalam program pengetasan kemiskinan. Hal ini adalah langkah baru 

supaya program – program pengentasan kemiskinan yang selama ini hanya berasal dari 

pemerintah maka setelah partisipasi stakeholders itu terbangun, diharapkan terjadi 

sinergisitas antara program pemerintah dengan partisipasi Stakeholder. 

 

Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan metode 

literatur review. Dengan teknik analisis dan interpretasi data milik Miles dan 

Huberman (dalam Sugiyono, 2016:246-252) yakni analisis data dalam penelitian 

kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai 

pengumpulan data dalam periode tertentu. Kemudian dalam tulisan ini menggunakan 

metode literatur review dengan mengumpulkan data yang dibutuhkan mengenai topik 

penelitian, melakukan identifikasi, teori yang digunakan dengan menganalisa hasil 

penelitian dari beberapa literatur yang sudah dipilih dan disusun menjadi sebuah 

artikel ilmiah. 
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Jenis data yang digunakan dalam tulisan ni yaitu data primer dan data sekunder. 

Penulis menganalisis kajian dari beberapa literatur yang membahas tentang peran 

stakeholders dalam penanggulangan kemiskinan serta pola sinergi stakeholders 

dalam penanggulangan kemiskinan sebagai data primer. Sedangkan data sekunder 

yang digunakan seperti dokumen-dokumen maupun data dari beberapa instansi 

berupa angka yang diperlukan untuk melengkapi data primer. 

 

Hasil dan Pembahasan 

1. Stakeholders Dalam Penanggulangan Kemiskinan 

Pemerintah memiliki kewajiban sebagai fasilitator dalam mengubah kondisi 

masyarakat menjadi masyarakat dengan fungsi sosial yang dapat menampilkan peran 

dan fungsinya. Menurut Mulyadi (2017) pemerintah saat ini dalam menurunkan 

angka pengangguran dan kemiskinan sudah harus melepaskan perannya sebagai 

pengambil segala keputusan dalam pengembangan program, namun sudah saatnya 

pemerintah menjadi fasilitator masyarakat yang harus siap melayani dan menfasilitasi 

berbagai kebutuhan dan aktivitas masyarakat. Dengan kemampuan dan pengetahuan 

yang dimiliki lebih baik pemerintah menjadi teman, sahabat, mitra dalam membahas, 

mendiskusikan dan membantu merencanakan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat 

untuk terus dikembangkan dan sebagai fasilitator tentunya diharapkan dapat 

memberikan kontribusi pada masyarakat. 

Dengan fasilitator serta stakeholders yang tidak berkerja sama dengan baik, dan 

tidak mengetahui terkait peran, tugas dan fungsi hanya akan mengakibatkan 

kegagalan dalam meningkatkan pengembangan program kesejahteraan masyarakat. 

Berikut oleh Muslim (2017) penyebab dalam kegagalan program pemberdayaan 

dalam membangun kemandirian masyarakat terjadi karena buruknya kinerja 

fasilitator dan kesalahan stakeholders dalam memahami tujuan program tersebut. 

Buruknya kinerja fasilitator dilihat dari melaksanakan kegiatan program tidak sesuai 

dengan prosedur yang telah ditentukan, bekerja hanya untuk melihat hasil bukan 

proses dan peran yang sudah ada tidak dijalankan, tugas dan fungsi sebagai 

pendamping masyarakat juga tidak dipenuhi, baik dari perencanaan, pelaksanaan 

serta evaluasi program. 

Selain pemerintah sebagai fasilitator yang perlu melibatkan partisipasi dari 

masyarakat, hubungan kerja antar institusi atau kelembagaan juga merupakan sebuah 

kunci dalam melakukan penanggulangan kemiskinan secara sistematis dan 

berkelanjutan. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan berdasarkan (Adam & 

Dwiastuti, 2016) dengan studi kasus pada program ketahanan pangan, yaitu: perlu 

dilengkapi dengan instituasional framework yang jelas dan tegas untuk mengatur 

mekanisme peran serta tanggungjawab pada setiap stakeholders. Kemudian perlu 

membangun konsesus yang jelas agar bisa mengembangkan sistem koordinasi 

dengan blue print yang memuat perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang. 

Kemudian perlu memiliki kelompok kerja yang dapat meningkatkan mekanisme 
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sinkronisasi dan sinergi program serta penentuan kedudukan tiap stakeholders perlu 

diperhitungkan. 

Menurut Suharto (2010) monitoring adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan 

terhadap suatu program yang sedang berlangsung, sedangkan evaluasi adalah 

kegiatan pemantauan yang dilakukan terhadap suatu program yang telah selesai atau 

minimal telah berjalan selama tiga bulan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi atau 

yang sering dikenal dengan istilah monev mencakup mulai dari proses pengumpulan 

data realisasi program/kegiatan, pelaporan kegiatan, hingga penilaian dan evaluasi 

capaian kinerja. Monev bertujuan untuk membuktikan dan 

mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atas penggunaan anggaran yang 

dikelola (prinsip akuntabilitas) dan untuk menginventarisir faktor – faktor pendukung 

dan penghambat sebagai bahan evaluasi agar program/kegiatan selanjutnya dapat 

lebih berdayaguna dan berhasil-guna (prinsip efektivitas dan efisiensi). Oleh karena 

itu, pelaksanaan monev sangat krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang 

berdasar pada Good Governance. Salah satu bentuk kegiatan monev adalah monev 

lapangan yaitu melihat langsung pelaksanaan kegiatan di lapangan. Monev lapangan 

dilaksanakan secara berkala untuk mengawal kegiatan dan dapat dijadikan langkah 

deteksi dini apabila terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan. 

Dalam pemantauan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan tidak 

hanya diperlukan monev yang sifatnya internal program atau proyek, tetapi juga 

perlu monev eksternal dan independen. Oleh karena itu, diperlukan adanya standar 

kinerja atau indikator yang dipakai sebagai dasar untuk melakukan monev. Dalam 

pemantauan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan tidak hanya 

diperlukan monev yang sifatnya internal program atau proyek, tetapi juga perlu 

monev eksternal dan independen. Oleh karena itu, diperlukan adanya standar kinerja 

atau indikator yang dipakai sebagai dasar untuk melakukan monev. Mengetahui apa 

saja yang menjadi sasaran monev merupakan hal yang paling penting dalam 

melakukan monev. Menurut (Own dan Rogers dalam Suharto, 2010) terdapat 5 

sasaran monev yaitu sebagai berikut: 

1. Program, untuk mencapai perubahan diperlukan kegiatan atau aktivitas yang 

dikenal dengan kata program. 

2. Kebijakan, sesuatu yang telah tetap berisi prinsip-prinsip dan digunakan untuk 

mengarahkan pada pencapaian tujuan. 

3. Organisasi, wadah yang menjadi tempat perkumpulan orang yang ingin mencapai 

tujuan baru. 

4. Produk atau hasil, hasil yang diperoleh dari kegiatan/program tertentu bisa baik 

bisa buruk. 

5. Individu, orang atau manusia yang berada didalam suatu wadah yang disebut 

organisasi. 

Menurut pendapat Moore dalam Anggara, ( 2014: 187), Stakeholders yang 

terlibat dalam suatu kebijakan terbagi atas tiga unsur , yaitu unsur state atau 

pemerintah, unsur privat atau swasta, unsur masyarakat (society). Viney (dalam 
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Suwitri, 2011) berpendapat bahwa stakeholders dapat dimasukkan ke dalam 4 

kategori yaitu : 

1. Primer: Stakeholders yang memiliki pengaruh dan tingkat kepentingan yang tinggi 

untuk merekrut Stakeholders kategori ini dengan cara partner. Beberapa 

contoh stakeholdersprimer ini adalah 1. Masyarakat, 2. Tokoh masyarakat, 3. 

Manajer Publik. Masyarakat menjadi pihak yang akan terkena imbas langsung dari 

adanya  kebijakan, program atau suatu proyek. Berbeda dengan tokoh masyarakat, 

adalah anggota masyarakat yang mampu mengemukakan aspirasi dari masyarakat. 

Manajer publik sendiri merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab pada hal 

penentuan keputusan dan juga penerapannya. 

2. Sekunder: Stakeholders dengan pengaruh yang tinggi tetapi tingkat kepentingan 

yang rendah, untuk merekrut Stakeholders kategori ini dengan cara konsultasi. 

Namun stakeholders primer mempunyai rasa simpati dan kepedulian, sehingga 

banyak dari mereka turut serta dalam mengemukakan pendapatnya yang 

berpotensi mampu mengubah sikap stakeholders primer serta keputusan resmi 

pemerintah. Beberapa contoh stakeholders sekunder adalah 1. Lembaga 

Pemerintah, 2. LSM, 3. Perguruan Tinggi, 4. Pengusaha. 

3. Tersier, yaitu Stakeholders dengan pengaruh yang rendah tetapi memiliki 

kepentingan yang tinggi, untuk merekrut Stakeholders kategori ini dengan cara 

inform; 

4. Kwarter, yaitu Stakeholders dengan pengaruh dan kepentingan yang rendah, untuk 

merekrut Stakeholders kategori ini dengan cara kontrol. 

Dalam hal ini, juga terdapat beberapa bentuk peran stakeholders yaitu : 

1. Policy creator yaitu stakeholders yang mempnyai peran dalam pengambil 

keputusan dan penentu suatu kebijakan. 

2. Koordinator yaitu stakeholders yang berperan mengkoordinasikan stakeholders 

lain yang terlibat. 

3. Fasilitator adalah stakeholders yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa 

yang dibutuhkan kelompok sasaran. 

4. Implementor yakni stakeholders pelaksana kebijakan yang didalamnya 

termasuk kelompok sasaran 

5. Akselarator yakni stakeholders yang berperan mempercepat dan memberikan 

kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih 

cepat waktu pencapaiannya 

Berikut juga penanggulangan kemiskinan di masa krisis seperti pandemi Covid-

19 namun berdasarkan beberapa studi bahwa respon dari stakeholders terhadap krisis 

saja masih kurang tanggap. Seperti studi Widaningrum dan Mas’udi (2020) melihat 

adanya keterlambatan dalam respon kebijakan penanganan. Dilakukan dengan 

kerangka analisis Farazmand bahwa adanya sikap pejabat publik yang mengabaikan 

ancaman pandemi, kepemimpinan krisis yang lemah, tidak adanya kebijakan yang 

sinergi dan koordinasi antar stakeholders yang mengakibatkan munculnya 

ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Kegagalan respon awal menjadikan 
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penanganan pandemi ini menjadi sulit dengan munculnya dampak seperti dampak 

sosial-ekonomi yang nantinya dapat memperburuk kehidupan masyarakat, 

dikhawatirkan juga memicu krisis sosial dan politik yang lebih luas. 

Tentunya dalam penanggulangan kemiskinan juga dibutuhkan peran-peran 

penting dalam penentuan sebuah kebijakan khususnya dari pemerintah baik pusat 

maupun pemerintah daerah. Dalam penelitian Putri (2020) mengenai analisis 

stakeholders dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di kota 

Madiun dilakukan identifikasi stakeholders menggunakan konsep Brysson (2004). 

Dengan analisis tersebut terdapat hasil identifikasi stakeholders yang terlibat yaitu 

Pemerintah Kota Madiun, DPRD kota Madiun, Organisasi Perangkat Daerah dan 

Organisasi kemasyarakatan lain seperti KIM. Berdasarkan analisis stakeholders yang 

dilakukan, bahwa tingkat penurunan angka kemiskinan di kota Madiun masih dinilai 

tidak berhasil. Hal ini karena stakeholders yang terlibat tidak mampu 

memaksimalkan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun 

pengawasan. 

Kemudian Mas’udi & Poppy (2020) menganggap bahwa lemahnya 

kepemimpinan krisis juga bisa termanifestasi pada kekacauan koordinasi dan 

lemahnya sinergi antar lembaga dalam menghadapi krisis dan situasi ini dapat 

menyebabkan ketidakmampuan untuk mengatasi persoalan yang bersifat dasar 

seperti perlengkapan pokok Kesehatan dan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. 

Tentunya dampak yang ditimbulkan dapat berupa kegagalan dalam peyebaran 

pandemi dan berujung pada tragedi kemanusiaan yang mandalam. Dalam studinya 

juga dikatakan kalau kelemahan negara ini ditambah dengan solidaritas sosial 

masyarakat yang kurang maka berujung pada kecendrungan mengambil tindakan 

sendiri, rendahnya kepercayaan terhadap negara dan kepatuhan terhadap otoritas. 

Dari uraian diatas maka mengambarkan keterlibatan stakholders penting untuk 

menyukseskan pelaksanaan sebuah kebijakan dari pemerintah. Implementasi 

kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil 

kegiatan pemerintah. Adanya kebijakan mengakar pada konteks yang 

mengimplementasikan antara pemerintah lokal seperti daerah untuk meraih tujuan 

kebijakan seperti kebijakan penanggulangan kemisikinan apalagi disaat pandemi ini, 

tingkat kemiskinan naik dikarenakan seperti pemecatan masal, kurangnya lowngan 

pekerjaan dll. Sehingga diperlukan untuk melakukan evaluasi terkait program 

penanggulangan kemiskinan agar anggaran yang begitu besar tidak disalahgunakan 

oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam upaya penanggulangan 

kemiskinan. Keberhasilan dalam mengatasi penanggulangan kemiskinan harus dapat 

mengidentifikasi harus akurat, tepat sasaran dan wilayah yang ditargetkan serta 

koordinasi dari pemangku kepentingan baik dalam perencanaan maupun 

pelaksanaan. Dalam hal ini diperlukan koordinasi yang baik untuk melaksanakan 

program penanggulangan kemiskinan dan perencanaan biaya juga harus lebih 

diperhatikan ketersedian anggaran agar dapat terencana dengan baik dan tidak 

adanya tumpah tindih dari anggaran tersebut. 
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Kesimpulan 

Peran stakeholders di masa krisis akibat pandemi covid-19 merupakan salah satu 

kunci keberhasilan dalam program penanggulangan kemiskinan disaat pandemi ini 

karena di perlukan adanya kerja sama dan komunikasi yang baik antara stakeholders. 

Sinergitas para stakeholders dapat dilihat dari jaringan sosial yang terbentuk antara 

pemerintah, lembaga, pihak swasta dan masyarakat. Pada   dasarnya   tidak   hanya   

sebatas   pada   perumusan   strategi.   Akan   tetapi,   bagaimana kemampuan 

mengidentifikasi mulai dari karakteristik, kebutuhan dan permasalahan di tingkat 

komunitas (Masyarakat, Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan) secara komprehensif. 

Selanjutnya, optimalisasi rumusan   masalah   mendasar   ditingkat   kota/kabupaten 

hingga   provinsi,   sehingga   secara  integral   dapat  menganalisis   dan  menetapkan   

strategi penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Pada   dasarnya   tidak   hanya   

sebatas   pada   perumusan   strategi.   Akan   tetapi,   bagaimana kemampuan 

mengidentifikasi mulai dari karakteristik, kebutuhan dan permasalahan di tingkat 

komunitas (Masyarakat, Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan) secara komprehensif. 

Selanjutnya,   optimalisasi   rumusan   masalah   mendasar   di  tingkat   kota/kabupaten 

hingga   provinsi,   sehingga   secara  integral   dapat  menganalisis   dan  menetapkan   

strategi penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. 
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